BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Padang disimpulkan Sebagai berikut :

1. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang
adalah lembaga pemerintah yang bergerak dalam segi fungsi pemerintah
dibidang pengairan, bina marga dan cipta karya,Dalam pelaksanaan pelebaran
jalan khatib sulaiman dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) kota
padang  berperan aktif dari segala bidang diantaranya sebagai OPD
Pelaksanaan Infrastruktur Daerah.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) dalam Rangka Pelebaran Jalan Khatib Sulaiman diantaranya
sebagai berikut, yaitu:

a. Selisih pahan antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dengan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Perselisihan mengenai
pembongkaran taman yang berada di tengah-tengan pembatas jalan kiri dan
kanan, yang terkesan memaksakan sebab menurut dinas lingkungan hidup
akan merusak keasrian dari taman kota.

b. Dalam pendanaan pelebaran Jalan Katib Sulaiman, pihak Dinas Pekerjaan

Umum dan penataan Ruang kekurangan dan meminta pengajuan kepada
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c. pusat untuk kekurangan dananya dengan mengajukan proposal kepada
pusat.

d. Dalam pekerjaan dimana pekerja terhalang sebab banyaknya mobil dan
motor yang terjebak macet yang menyababkan terkendalanya
pembangunan.

e. Terhalangnya sebab adanya pusat perbelanjaan baru yang setiap hari
dipadati oleh pengunjung sehingga banyak masyarakat yang menyebrangi
jalan yang sedang dalam proses pelebaran oleh kontraktor PUPR.

. Upaya penyelesaian masalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(PUPR) Kota Padang dalam Rangka Pelebaran Jalan Khatib Sulaiman adalah

sebagai berikut :

1. Dalam menyelesaikan masalah dengan dinas lingkungan hidup maka
diadadakan rapat konsolidasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk
mencari penyelesaian permasalahan yang terjadi sepanjang pelaksanaan
pelebaran jalan khatib sulaiman tersebut.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang mengajukan
permohonan dana kepada Pusat, dengan berupa membuat suatu proposal
yang bertujuan untuk penambahan biaya terhadap pelaksanaan pelebaran
jalan khatib sulaiman tersebut.

3. Dalam menyelesaikan masalah dimana mobil dan motor yang macet sebab
adanya pelebaran jalan maka pihak kontraktor mengalihkan jalan agar
pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan target yang di rencanakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang

UNIVERSITAS BUNG HATTA



49

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang di atas maka adapun penulis memberikan

saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kota Padang yang seharusnya memberikan pemahaman kepada Dinas
Lingkungan Hidup agar dapat memahami pentingnya pelebaran jalan
dilakukan demi kelancaran lalulintas yang tidak lagi dapat dikontrol
kepadatan penggunaan jalan.

2. Dalam pelebaran Jalan Khatib Sulaiman, Dinas pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) menghadapi beberapa kendala, kendala tersebut
berupa dari kendala pendanaan anggaran biaya dan miskomunikasi yang tidak
lancar dengan Dinas Lingkungan Hidup yang menyebabkan terjadinya
keterlambatan dan ketelodoran dalam proses pekerjaanya. Maka seharusnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang harus
mematangkan suatu proyek terlebih dahulu agar hal semacam kekurangan
pendanaan anggaran biaya tidak terjadi dan komunikasi agar terjalin sebab
jika salah pengucapan dan makna maka salah pula persepsi yang mendengar
dan pemahaman seseorang.

3. Dalam Upaya penyelesaian masalah yang terjadi, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) dalam menyelesaikan masalah baik itu dalam segi
pendanan yang kekurangan dengan meminta bantuan kepada pusat yang

menyebabkan keterlambatan yang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaanya.
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Seharusnya Dinas PUPR Kota Padang sebelum melakukan pelebaran jalan
seharunya melihat pendanaan terlebih dahulu agar tidak ada ketimpangan

yang terjadi dari segi pembangunan yang lainnya.
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